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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Isu tentang kesenjangan sudah lama menjadi perhatian pemerintah, terlebih pada 

era Orde Baru yang dalam pembangunannya berpedoman pada Trilogi 

Pembangunan yang mengedepankan aspek pemerataan. Namun, dalam proses 

pembangunan tersebut tak jarang terjadi masalah seperti adanya kesenjangan 

ekonomi. 

Pembangunan yang telah dilakukan kebanyakan lebih condong ditujukan 

untuk pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi, bukan peningkatan taraf hidup 

masyarakatnya. Artinya tingkat pertumbuhan yang tinggi tidak diimbangi dengan 

tingkat pemerataan distribusi hasil pembangunanya. Pembangunan ekonomi 

dikatakan berhasil apabila suatu daerah dapat meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat secara merata (Fitriyah, 

2013). 

Pulau Sumatera merupakan pulau terbesar ketiga yang letaknya di bagian 

barat Indonesia yang memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa dan 

terdiri atas 10 provinsi meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, 

Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu dan Bangka 

Belitung menjadikan Pulau Sumatera sebagai pulau dengan provinsi terbanyak. 

Kesepuluh provinsi tersebut tentu memiliki perbedaan kondisi geografis dan 

sumber daya yang membawa pengaruh terhadap perbedaan perekonomian serta 
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kesejahteraan masyarakat di masing-masing provinsi, berikut ini adalah rata-rata 

ketimpangan provinsi-provinsi di Pulau Sumatera yang diukur menggunakan Gini 

Ratio pada periode tahun 2011-2022. 

 

Grafik 1.1 Rata-Rata Ketimpangan Provinsi-Provinsi di Sumatera Tahun 

2011-2022 

Sumber: Badan Pusat Statistik 

Menurut Todaro (2009) wilayah yang distribusi pendapatannya sangat 

timpang berada di antara 0,50 sampai 0,70 sedangkan bagi wilayah yang distribusi 

pendapatannya relatif merata berada di antara 0,20 sampai 0,35. Pada Grafik 1.1, 

dapat dilihat bahwa terdapat empat provinsi yang distribusi pendapatannya 

dikatakan tidak merata yakni Provinsi Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu dan 

Kepulauan Riau, sedangkan rata-rata tingkat ketimpangan yang paling rendah 

adalah Provinsi Bangka Belitung dengan nilai 0,28 persen. Dapat dikatakan 

ketimpangan di Pulau Sumatera tergolong rendah namun bila hal ini tidak 

diperhatikan bukan tidak mungkin ketimpangan di wilayah Pulau Sumatera akan 

semakin parah dan akan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. 
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Menurut Sjafrizal (2012), terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi 

ketimpangan antar wilayah diantaranya adalah (1) perbedaan sumber daya alam; 

(2) faktor demografis termasuk kondisi tenaga kerja; (3) alokasi dana 

pembangunan antar wilayah baik investasi pemerintah maupun investasi swasta; 

(4) konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, dan (5) mobilitas barang dan jasa. 

Potensi sumber daya dan keadaan geografis yang berbeda pada tiap-tiap 

wilayah menjadi dasar penyebab terjadinya ketimpangan. Akibatnya, 

kemampuan suatu wilayah untuk menjalankan proses pembangunan juga 

berbeda, hal tersebut dapat membuat suatu darah terdapat wilayah maju dan 

wilayah terbelakang. Adanya ketimpangan antar wilayah juga akan berpengaruh 

terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah. Oleh sebab itu, aspek 

ketimpangan pembangunan  antar  wilayah  juga  memiliki  keterkaitan  terhadap  

formula pada kebijakan  pembangunan  wilayah  yang  dibuat  oleh  pemerintah  

daerah  (Fajrii, 2016). 

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat  yakni melalui penerapan 

desentralisasi dan otonomi daerah  dalam sistem pemerintahan, kemudian juga 

pengelolaan anggaran negara dengan desentralisasi fiskal karena masing daerah 

lah yang paling mengenal karakteristik wilayahnya sehingga dapat melakukan 

pembangunan sesuai apa yang masing-masing dari meraka butuhkan. Menurut 

Akai dan Sakata (2005) desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan tanggung 

jawab fiskal dari pemerintah pusat ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah, 

sudut pandang desentralisasi fiskal menyangkut manfaat efisiensinya, tentang 
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bagaimana pengelolaan anggaran dari desentralisasi kebijakan publik yang efisien 

bagi daerah sehingga daerah tersebut dapat keluar dari kemiskinan dengan usaha 

mereka sendiri. Jika ini bertahan, ketimpangan daerah bisa menjadi lebih kecil 

setelah desentralisasi fiskal. 

Harapan dilaksanakannya otonomi daerah atau disentralisasi adalah 

pemerintah daerah akan lebih fleksibel dalam mengatur strategi pembangunannya, 

karena dengan desentralisasi pemerintah akan lebih dekat dengan masyarakatnya, 

sehingga makin banyak keinginan masyarakat dapat dipenuhi oleh pemerintah.  

Dengan desentralisasi diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada 

masyarakat dan kemakmuran seluruh masyarakat pada masa yang akan datang 

(Swandewi, 2014). 

Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi, daerah semestinya memiliki 

kemampuan kemandirian fiskal daerah, artinya daerah harus memiliki 

kewenangan untuk dapat menggali sumber keuangan yang ada di daerah, 

mengelola dan menggunakan keuangan sendiri untuk membiayai kegiatan 

pemerintahan, dan ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat arus 

seminimal mungkin agar pendapatan asli daerah (PAD) menjadi sumber 

keuangan. Semakin mandiri suatu daerah akan semakin leluasa dalam melakukan 

pembangunan ekonomi (Nurhayati, 2015). 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi menandakan otonomi daerah 

yang dilaksanakan berjalan dengan baik. Setiap daerah memiliki PAD berbeda-

beda karena potensi yang dimiliki setiap daerah berbeda. Semakin tingginya PAD 

suatu daerah dapat mengurangi tingkat ketergantungan daerah terhadap Dana 
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Alokasi Umum (DAU) atau Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diberikan oleh 

pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditentukan dari obyek pajak dan 

retribusi, sehingga peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat meningkat apabila 

PAD meningkat dan kesejahteraan masyarakat daerah meningkat (Adriani dan 

Yasa, 2015). 

 

Grafik 1.2 Pendapatan Asli Daerah Provinsi-Provinsi di Sumatera Tahun 

2018-2021 

Sumber:Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) 

Grafik 1.2 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 

Provinsi-Provinsi Pulau Sumatera mengalami fluktuasi, terutama pada tahun 2020 

yang secara keseluruhan Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan dari 

tahun sebelumnya karena lesunya perekonomian akbat dari Pandemi Covid-19. 

Namun pada tahun 2021 PAD Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera berangsur 

meningkat secara keseluruhan. Provinsi yang memiliki nilai PAD tertinggi di 

Pulau Sumatera adalah Provinsi Sumatera Utara sedangkan pemilik nilai PAD 

terendah adalah Provinsi Bangka Belitung. 
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PAD harus menjadi bagian sumber keuangan  terbesar bagi  pelaksanaan  

otonomi  daerah  dan  menunjukkan  bahwa PAD  merupakan  tolak  ukur  

terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan  dan  mewujudkan 

otonomi daerah, di samping itu PAD juga mencerminkan kemandirian suatu 

daerah (Syahrial dan Sotuyo, 2014).  

Namun yang perlu diperhatikan juga bukan hanya bagaimana PAD dapat 

terus meningkat tetapi juga bagaimana potensi ekonomi daerah yang dapat 

menumbuhkan ekonomi daerah. Menurut Haryanto (2018) beberapa daerah yang 

dikenal memiliki sumber daya alam yang melimpah justru mengalami 

kemunduran dalam di beberapa sektor akibatnya kekayaan sumber daya alam 

tersebut tidak mampu mensejahterakan masyarakatnya, jadi yang perlu 

diperhatikan juga adalah bagaimana terciptanya aspek kemandirian daerah 

sekaligus prospek ekonomi bagi daerah yang dikaruniai kekayaan sumber daya 

alam. Kemudian menurut Hajeri (2015) pelaksanaan otonomi daerah dengan 

pemberdayaan potensi daerah akan bisa berjalan jika sektor unggulan daerah 

dapat dioptimalkan, dimana sektor unggulan ini penting untuk menentukan skala 

prioritas dalam pembangunan.  

Meskipun otonomi daerah telah dijalankan dengan baik namun perlu dikaji 

lagi seberapa besar tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap pemerintah 

pusat, tingkat kemandirian daerah harus berjalan beriringan dengan tingkat 

ketimpangan yakni tingkat kemandirian meningkat dan tingkat ketimpangan 

menurun. Beberapa daerah di Sumatera juga masih ada yang belum memiliki 

kemandirian fiskal yang baik dan masih memiliki ketergantungan yang cukup 
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besar terhadap dana transfer pemerintah pusat. Selain itu pada kajian ini dikaitkan 

pula dengan prospek ekonomi sebagai tonggak arah pembangunan daerah. Pada 

dasarnya, pemerintah menginginkan terjaminnya kesejahteraan bagi seluruh 

masyarakatnya melalui berbagai strategi pembangunan dan pemerataan dalam 

perekonomian, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Kemandirian Fiskal Daerah, Ketimpangan Antar Wilayah dan Prospek 

Ekonomi antar Provinsi di Sumatera”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang diangkat 

dalam penelitian ini adalah bagaimana Kemandirian Fiskal Daerah, Ketimpangan 

Antar Wilayah dan Prospek Ekonomi antar Provinsi di Sumatera ?. 

1.3. Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari dilakukannya penelitian 

ini adalah menganalisis Kemandirian Fiskal Daerah, Ketimpangan Antar Wilayah 

dan Prospek Ekonomi antar Provinsi di Sumatera. 

1.4. Manfaat 

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

a. Manfaat Teoritis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi dan referensi 

bagi dunia akademik terutama ilmu ekonomi maupun masyarakat secara 

luas yang ingin mengetahui tingkat kemandirian fiskal, ketimpangan dan 

prospek ekonomi di wilayah Pulau Sumatera. 
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2. Penelitian ini diharapkan dapat memperbanyak kajian empiris yang 

berkaitan dengan kemandirian fiskal, ketimpangan dan prospek ekonomi 

serta dapat dijadikan bahan evaluasi bagi pihak yang ingin mengkaji 

permasalahan ini. 

3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan pada pengembangan ilmu 

pengetahuan khususnya pada bidang ilmu ekonomi serta dapat menjadi 

acuan dan referensi bagi akademis secara umum untuk dikembangkan pada 

penelitian selanjutnya. 

b. Manfaat Praktis 

1. Dapat memberikan kontribusi positif bagi pemerintah dan pihak terkait di 

Indonesia mengenai kemandirian fiskal daerah, ketimpangan dan prospek 

ekonomi di wilayah Pulau Sumatera. 

2. Sebagai sumbangan pemikiran kepada kepala daerah di wilayah Pulau 

Sumatera untuk dijadikan bahan pertimbangan dan masukan dalam 

menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kemandirian fiskal daerah, 

ketimpangan antar wilayah dan prospek ekonomi. 
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